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PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2022/PA.Mj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Buttu Samang, 31 Desember 1959,

agama  Islam,  pekerjaan  IRT,  pendidikan  SD,

tempat  kediaman  di  Lingkungan  Salabulo,

Kelurahan  Tande  Timur,  Kecamatan  Banggae

Timur,  Kabupaten  Majene,  selanjutnya  disebut

sebagai Penggugat;

Melawan,

Tergugat, tempat  dan  tanggal  lahir  Purrau,  31  Desember  1954,  agama

Islam, pekerjaan Petani,  pendidikan Tidak Ada,

tempat  kediaman  di  Lingkungan  Pangali-Ali,

Kelurahan  Pangali-Ali,  Kecamatan  Banggae,

Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Terguagt di Persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2022

yang telah terdaftar di Kepaniteraan  Pengadilan Agama Majene, register nomor

215/Pdt.G/2022/PA.Mj Tanggal 17 November 2022 mengajukan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal

12 Oktober 1976 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1396 H., yang

dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Banggae  Timur  Kabupaten

Majene, sesuai   Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/XI/2022, tanggal 14

November 2022; 

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumha orang tua Penggugat di Lingkungan Buttu Samang, Kelurahan Tande

Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama 7 dan terakhir

tinggal  bersama  di  rumah  Penggugat  di  Lingkungan  Salabulo,  Kelurahan

Tande  Timur,  Kecamatan  BAnggae  Timur,  Kabupaten  Majene  selama  39

tahun; 

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama

anak  (umur 40 tahun); 

4. Bahwa  sejak  semula  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  bukan  atas

dasar  saling  mencintai  melainkan  hanya  dijodohkan  oleh  orang  tua  kedua

belah pihak; 

5. Bahwa awal  rumah tangga pernikahan Penggugat  dengan Tergugat  rukun,

namun awal bulan Maret tahun 2002, Tergugat sudah malas-malasan bekerja

sering tidur, keras kepala lupa dengan tanggung jawab keluarga; 

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus-

menerus  dan  saat  itu  Tergugat  sudah  tidak  menafkahi  Penggugat  beserta

anaknya; 

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi awal

bulan  Oktober  tahun  2022,  Penggugat  menyuruh  keluar  dari  rumah

dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang

sering keras kepala, sering berbohong dan malas; 

8. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pernah  diupayakan  untuk

dirukunkan oleh keluarga Tergugat namun tidak berhasil; 

9. Bahwa  setelah  kejadian  tersebut,  membuat  Penggugat  dengan  Tergugat

berpisah tempat  tinggal  sampai  sekarang dan telah  berlangsung selama 1

(satu) bulan dan telah 20 tahun sudah tidak berhubungan suami istri; 
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10.  Bahwa  dengan  kedaan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  Penggugat  merasa

sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  tetap  mempertahankan  ikatan  pernikahan

dengan Tergugat; 

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat mohon

kepada Ketua  Pengadilan Agama Majene cq.  Hakim Tunggal yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat; 

3. Menetapkan  biaya  perkara  menurut  ketentuan  hukum  dan  perundang-

undangan yang berlaku; 

Subsider :

-  Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditentukan  Penggugat dan Tergugat

telah hadir di persidangan;

Bahwa  Hakim  Tunggal telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat untuk

menempu  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  (Firman,  S.H.I.)  tanggal  01

Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa  meskipun  mediasi  tidak  berhasil,  Hakim  Tunggal tetap  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun

tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum

dengan terlebih dahulu dibacakan surat  gugatan Penggugat yang isi  dan maksudnya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat  mengajukan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa  Tergugat  secara  keseluruhan  tidak  membantah  dari  dalil  gugatan

Penggugat kecuali posita pada angka;

5)  Tergugat tetap melaksanakan tugas selaku suami yaitu bekerja dan menafkahi

anak dan istri;

8)  Belum pernah ada upaya rukun dari pihak keluarga;

9)  Penggugat dan Tergugat hanya berpisah selama 10 hari sejak
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perkara ini didaftarkan.

- Bahwa  Teergugat  masih  tetap  ingin  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan

Penggugat

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  di  persidangan

Penggugat  telah mengajukan bukti  surat  berupa fotokopi  duplikat  Kutipan Akta

Nikah Nomor 09/XI/2022 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  Banggae, Kabupaten Majene tanggal 03

Juni  1991,  bukti  surat  tersebut  telah  bermeterai  cukup,  cap  pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya (nazegelen). Kode P;

Bahwa selain bukti  P tersebut Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-

bukti lagi di Persidangan:

Bahwa di  depan sidang Penggugat  menyatakan tidak akan mengajukan

bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan

Tergugat, dan telah memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang

selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di muka.

Menimbang,  bahwa oleh  karena ternyata  Tergugat tidak pernah hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada

orang  lain  menghadap  sebagai  wakil/  kuasanya,  maka  kewajiban  untuk

menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun

2008 Tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Hakim  Tunggal telah  berupaya

menasehati  Penggugat agar  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat dan  agar  Penggugat rukun  kembali  membina  rumah  tangga  dengan

Tergugat namun  upaya  tersebut  tidak  berhasil,  maka  dimulailah  pemeriksaan

perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut

di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian
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yang  didalilkan  oleh  Penggugat,  maka  terlebih  dahulu  Penggugat harus

membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat

dibuktikan dengan akta otentik,  yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan

bagi perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang,  bahwa oleh karena dalam posita  gugatannya pada poin (1)

Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat

harus membuktikannya dengan Akta Nikah;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  satu-satunya  pejabat  yang  berwenang

untuk  membuat  Akta  Nikah  adalah  Kepala  Kantor  Urusan  Agama,  maka  oleh

karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah

yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P

tersebut  telah  memenuhi  syarat  sebagai  akta  otentik,  sehingga  dapat

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan

telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti

P  tersebut,  telah  terbukti  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  terikat

perkawinan yang sah sejak tanggal 14 November 2022;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat dan  Tergugat telah  terbukti

sebagai  suami-isteri  sah,  maka  selanjutnya  alasan-alasan  perceraian  yang

didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dalil-dalil  gugatan Penggugat,

ternyata gugatan  Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada

alasan  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  terus  menerus  terjadi

pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam,  gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai  gugatan

yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai

dengan hukum yang berlaku;

Menimbang,  bahwa oleh karena ternyata dalil  gugatan Penggugat untuk

bercerai  dengan  Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana
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maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan

oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut,  Penggugat

telah  diberikan  kesempatan  oleh  Hakim untuk  dapat  menghadirkan dua orang

saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim ternyata

Penggugat tidak dapat menghadirkan dua orang saksi di persidangan :

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  maka  sikap  Penggugat ini  harus

dikualifikasi  sebagai  sikap  yang  tidak  mampu  mempertahankan  dalil-dalil

gugatannya, baik dengan cara menanggapi dalil-dalil  Tergugat, maupun dengan

cara membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian, maka harus

dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalil-dalil  gugatan Penggugat telah

dinyatakan tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  dalam  bidang  perkawinan,

maka  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Udang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G AD I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Membebankan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah); 

Demikianlah  diputuskan  dalam sidang  permusyawaratan  Hakim  Tunggal

Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi,

bertepatan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami, Anisa Pratiwi, S.H.I.

selaku Hakim Tunggal, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka
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untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dian Eko

Nugroho Ibrahim, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan

Tergugat di Persidangan.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp 60.000,00

-  Biaya Perkara : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp 175.000,00

-  Meterai : Rp                 10.000,00  

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 215/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


